9 Juli 2004

LEMBARAN DAKRAH
KOTA MOJOKETO
SER1 G

NOMOR 10/ G

KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR 11 TAHUN 2004

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Menimbang

Mengingat

DAN BARANG DAERAH

WALIKOTA MOJOKERTO
bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan
Pengelolaan Kcuangan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota
Mojokerto Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan
Dacrah, maka perlu menctapkan Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuvangan Dacrah dan Barang Daerah dengan Keputusan Walikota

Mojokerto,

. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Dacrah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/
Jawa Tengal Jawa Barat;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan

[Lembaran Negara Nomor 3839);
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10.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 ientang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3848);

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Ncgara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Ncgara Nomor 4286);

Peraturan Pemerintah Nornor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotamadya Dacrah Tingkat 11 Mojokerto
(Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3242);

Peraturan Pcmerintah  Nomor 25 Tahun 2000  tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai
Daerah Otenom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nornor 54,
Tambahan Lembaran Ncgara Nomor 3952):

Peraturan Pemerintah  Nomor 105 Tahun 2000 tentang
Pengelolaan dan. Pertanggungjawaban  Keuangan [acrah
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan
Lembaran Ncgara Nomor 4022);

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara:
Keputusan Presiden Nomor B0 Tahun 2003 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah,

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi

Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;

. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Dacrah Nomor

11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah.




12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang
Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan
Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dacrah, Peclaksanaan Tata Usaha
Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

13. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 14 Tahun 2003

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

MEMUTUSKAN :

Menetapkan  : KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG SISTEM

DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
DAN BARANG DAERALI

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

l.

LS

Pemerintah, adalah Pemerintah Pusat;

Pemerintah Kota, adalah Pemerintah Kota Mojokerlo;

Walikota. adalah Walikota Mojokerto;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Mojokerto yang disingkat DPRD;

Unit/ Satuan Kerja Perangkat Daerah terdiri dari Sekretariai Daerah Kota,
Sekretariat DPRD., Dinas, Badan, Kantor dan Kccamatan;

Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah. adalah Walikota yang

kateria jabatannya mempunyai kewenangan wmenyelenggarakan kescluruhan




10.

11.

13.

14.

Pengelolaan Kcuangan Daerah dan  mempunyai  kewajiban menyampaikan
pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan (crsebul  kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD):

Pejabat Pengelola Keuangan Dacraly, adalah Pejabat dan atau PNS yang berdasarkan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku diberi kewenangan tertentu dalarn
kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah:

Bendahara Umum Dacrah, adalah Pejabat vang diberi kewenangan oleh Pemegang
Kekuasaan Umum Pengelelaan Keuangan Daerah untuk mengelola penerimaan dan
pengeluaran dan menatausahakan Kas Daerah serta segala bentuk kckayaan Dacrah
lainnya;

Keuangan Daerah, adalah scmua hak kewajiban  Daerah dalam  rangka
penyelenggaraan Pemerintahan Dacrah yang dapat dinilai dengan uang termasuk
didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kcwajiban
Dacrah tersebut dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah:

Barang Daerah, adalah scmua barang milik Dacrah yang berasal dari pembclian
dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBD dan atau berasal
dan perolchan lainnya yang sah;

Pengguna Anggaran, adalah Pcjabat pemegang kckuasaan penggunaan anggaran
belanja daerah vang berhak dan bertanggung jawab menggunakan anggaran dalam

rangka pelaksanaan APBI:

. Pemimpin Kecgiatan, adalah Pe¢jabat Pengelola Keuangan Daerah yang ditunjuk

untuk membantu tugas dan fungsi Pengguna Anggaran,

Pemegang Kas, adalah PNS yang ditunjuk dan diserahi tugas melaksanakan kegiatan
kebendaharaan dalam rangka peclaksanaan APBD disetiap Unit/ Satuan Kerja
Pengguna Anggaran Dacrah;

Pembantu Pemegang Kas. adalah setiap PNS yang ditunjuk dan diserali tugas
membantu Pemegang Kas dalam melaksanakan kegiatan kebendaharaan dalam
rangka pelaksanaan APBD disetiap Unit/ Satuan Kerja Pengguna Anggaran yang

terdiri dari Kasir dan Penyimpan Uang, Pembuat Dokumen, Pencatat Pembukuan.




16.

17,

18.

19.

dan Pembantu Pemegang Kas Gaji.

Apabila dipandang perlu. dapat dibentuk Pembantu Pemegang Kas untuk sctiap
kepiatan atau beberapa kegiatan dengan menunjuk seorang PNS vang tclah
memenuhi persyaratan vang diserahi tugas atau fungsi sebagai penvimpan uang.

pembuat dokumen, dan pencatat pembukuan dan kegiatan terschut;

. Pembantu Pemegang Kas Khusus Penerima, adalah setiap PNS vang ditunjuk dan

discrahi tugas melaksanakan fungsi menerima vang atas setoran dan Unit! Satuan
Kerja Penghasil dan berkedudukan di Dinas Pendapatan;

Pembantu Pemegang Kas Pencrima, adalah setiap PNS vang ditunjuk dan discrahi
tugas melaksanakan fungsi mencrima uang hasil Pendapatan Asli Dacrah pada Unit/
Satuan Kerja Penghasil.

Pemegang Umum DBarang Daerah, adalah setiap PNS yang diserahi iugas
melaksanakan koordinasi penatausahaan umum barang daerah dan berkedudukan di
Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah;

Pemegang Barang Daerah. adalah setiap PNS yang bertugas untuk menerima.
menyimpan, memelihara dan mengeluarkan barang-barang milik daerah untuk masa
satu tahun anggaran serta mengelola administrasi inventarisasi barang daerah di unit/
satnan kerja masing-masing dan melaporkan kepada Bagian Umum dan
Perlengkapan Sekretariat Daerah;

Tim Anggaran. adalah Tim Penyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB I
PROSIIS PENYUSUNAN APBD

Pasal 2

Dalam rangka menviapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD. Pemerintah

Kota bersama-sama DPRIDY menyusun Arah dan kebijakan Umum APBD.




Pasal 3
Berdasarkan Arah dan Kebijakan Umum APBD scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2

Walikota menyusun Strategi dan Prioritas APBD.

Pasal 4
Arah dan Kebijakan Umum APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Strategi
dan Prioritas APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan oleh Walikota
sebagai pedoman bagi Unit/ Satuan Kerja dalam menyusun Usulan Program. Kegiatan

dan Anggaran.

Pasal 5
(1} Usulan Program, Kegiatan dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
dituangkan dalam Rencana Anggaran Satuan Kerja:
(2) Format Rencana Anggaran Satuan Kerja dan cara pengisiannya tercantum dalam

Lampiran I

Pasal 6
Dalam penyusunan Raperda APBD, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah mengajukan
Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) yang dituangkan dalam Statemen Anggaran
(Form. 8} kepada Sekretaris Tim Anggaran untuk dibahas oleh Tim Anggaran datam
rangka penyusunan Raperda APBD.
Pasal 7
(1) Hasil pembahasan Rencana Anggaran Satuan Kerja oleh Tim Anggaran dituangkan
dalam Raperda APBD beserta lampirannya;

(2) Format Raperda APBD beserta lampirannya tercantum dalam Lampiran 11,

Pasal 8
Raperda APBD beserta lampirannya disampaikan oleh Walikota kepada DPRIY untuk

dibahas dan dimintakan persetujuan.




Pasal <

Raperda APBD yang telah disctujui oleh DPRD, kemudian disahkan oleh Walikota

menjadi Peraturan Dacrah tentang APBD,

(1)

(2)

(D

(1)

(2)

Pasal 10
Peraturan Daerah tentang APBD ditindaklanjuti oleh Walikota dengan menerbitkan
Keputusan Walikota tentang Penjabaran APBD:
Format Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta

lampirannya tercantum dalam Lampiran 111,

Pasal 11
Berdasarkan Perda tentang APBD, Pengguna Anggaran Satuan Kerja mengajukan
Dokumen Anggaran Satuan Kerja kepada Walikota untuk mendapatkan pengesahan
paling lambat 1 (satu) bulan setelah ditetapkannya Perda tentang APBD;

Format Dokumen Anggaran Satuan Kerja dimaksud tercantum dalam Lampiran IV,

Pasal 12

Berdasarkan Dokumen Anggaran Satuan Kerja vang telah disetujui oleh Walikota.
Pengguna Anggaran mengajukan penerbitan Surat Keputusan Otorisasi (SK(}
kepada Walikota melalui Bagian Keuangan Sekretariat Daerah:

Formulir dan Tata Cara pengajuan permohonan dan penerbitan Surat Keputusan
Otorisasi (SKO) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran
V.

Dekumen Anggaran Satuan Kerja dan Surat Keputusan Otorisasi (SK() tersebut

selanjutnya menjadi dasar pelaksanaan anggaran.




BAB [li
PROSES PENYUSUNAN PERUBAHAN APBD

Pasal 13
Perubahan APBD ditakukan schubungan dengan -
a.  Kebijakan Pemerintah atau Pemcrintah Kota yang bersifat strategis:
b. Penyesuaian akibat tidak tercapainya target penerimaan dacrah yang ditetapkan;

¢.  Terpadi kebutuhan yang mendesak.

Pasal 14
Hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya Perubahan APBD, dibahas Pemerintah Kota
bersama dengan DPRD dan selanjutnya dituangkan dalam Pecrubahan Arah dan
Kebijakan Umum APBD.

Pasal 15
Berdasarkan Perubahan Arah dan Kebijakan Umum APBD sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 14, Walikota menyusun Perubahan Strategi dan Prioritas APBD.

Pasal 16
Perubahan Arah dan Kebijakan Umum APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
dan Perubahan Strategi dan Prioritas APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
ditetapkan oleh Walikota sebagai pedoman bagi Urut/ Satuan Kerja dalam menyusun

Usulan Perubahan Program, Kegiatan dan Anggaran.

Pasal 17
Usulan Perubahan Program, Kegiatan dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal

16 dituangkan dalam Perubahan Rencana Anggaran Satuan Kerja.




Pasal 18
Dalam penyusunan Raperda Perubahan APBD, setiap Satuan Kerja Perangkat Dacrah
mengajukan Perubahan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) yang tertuang dalam
Statemen Anggaran (Form. S) kepada Sekretaris Tim Anggaran untuk dibahas oleh Tim

Anggaran dalam rangka penyusunan Raperda Perubahan APBID.

Pasal 19
Hasil pembahasan Rencana Angparan Satuan Kerja oleh Tim Anggaran dituangkan

datam Raperda Pcrubahan APBD beserta iampirannya.

Pasal 20
Raperda Perubahan APBD beserta lampirannya disampaikan olch Walikota kepada

DPRD untuk dibahas dan dimintakan persetujuan.

Pasal 21
1} Raperda Perubahan APBID yvang telah disetujui oleh DPRD, kemudian disahkan oleh
Walikota menjadi Peraturan Dacrah tentang Perubahan APBID ;
2) Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD paling lambat tiga (3) bulan
sebelum tahun anggaran berakhir ;

3) Format Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tercantum dalam Lampiran V1.

Pasal 22
(1) Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ditindaklanjuti ofch Walikota dengan
menerbitkan Keputusan Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD;
(2) Format Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran VII.
Pasal 23
Berdasarkan Perda tentang Perubahan APBD. Pengguna Anggaran mengajukan

Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja kepada Walikota untuk mendapatkan




pengesahan paling lambat 1 (satu) bulan sctelab ditetapkannya Perda tentang Perubahan
APBD.

Pasal 24

(1) Berdasarkan Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja yang telah disetujui oleh

Walikota, Pengguna Anggaran mengajukan penerbitan Surat Keputusan Otorisasi

(SKO} kepada Walikota melalui Bagian Keuangan Sekretariat Daerah;

(2) Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja dan Surat Keputusan Otonsasi (SKO}

tersebut selanjutnya menjadi dasar pelaksanaan Perubahan APBD.

BAB IV
SISTEM DAN PROSLEDUR PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 25

Walikota schagai Pemegang Kekuasaan Umum  Pengelolaan Keuangan Daerah.

selambat-lambatnya satu bulan setelah penetapan APBD menetapkan keputusan tentang

d.

Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Keputusan Otorisasi (SKQ);
Penunjukan Bank Pemerintah sebagai Pemegang Kas Dacrah;

Pgjabat vang diberi wewenang menandatangani Surat Bukii Dasar Pemungutan
Pendapatan;

Pejabat  yang  diserah  tugas melaksanakan kehendabharawan dalam  rangka
penerimaan Kas Daerah yang selanjutnya discbut Pembantu Pemegang Kas Khusus
Pencrima dan Pembantu Pemegang Kas Penerima;

Pejabat yang diserahi tugas melaksanakan kegialan kebendaharawanan dalam
rangka pclaksanaan APBD di setiap Unit/ Satuan Kerja Pengguna Anggaran Dacrah
yang selanjutnya disebut Pemegang Kas dan Pembantu Pemegang Kas ;

Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Pemintaan Pembayaran (SFP)

1




Pejabat yang dibert wewcenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) :
Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Daftar Penguji :

Pejabat yang diberi wewenang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) ;
Pejabat yang diserahi tugas melaksanakan kebendaharawanan dalam rangka
pengelolaan barang daerah yang seclanjutnya discbut Pemegang Umum Barang

Daerah dan Pemegang Barang Daerah.

Pasal 26

Sistem dan Prosedur Penatausahaan Keuangan Daerah {erdin dan :

Sistem dan Prosedur Penatausahaan Penerimaan Kas ;

Sistem dan Prosedur Penatausahaan Pengeluaran Kas ;

Sistem dan proscdur Penatausahaan Pengeluaran Kas di Pemepang Kas ;
Sistem dan prosedur Penatausahaan Aktivitas Kas Non Anggaran ;

Sistem dan proscdur Penatausahaan Aktivitas Sclain Kas.

Pasal 27

Kegiatan Penatausahaan Keuangan Daerah beserta dokumen pendukungnya tcrcantum

dalam lampiran scbagail berikut ;

a.

Sistem dan Prosedur Penatausahaan Penerimaan Kas tercanium dalam Lampiran
VHI ;

Sistcr dan Proscdur Penatausahaan Pengeluaran Kas tercantum dalam Lampiran
IX;

Sistem dan Prosedur Penatausahaan di Satuan Pemegang Kas tercantum dalam
Lampiran X;

Sistem dan Prosedur Penatausahaan Aktivitas Kas Non Anggaran tercantum dalam
Lampiran XI ;

Sistem dan Prosedur Penatausahaan Aktivitas Selain Kas tercantum dalam

Lampiran XI1.




BABV
SISTEM DAN PROSEDUR PENATAUSAHAAN ASSET/ BARANG
DAERAH.

Pasal 28

Sistem dan Prosedur Penatausahaan Asset/ Barang Daerah, terdiri dari

d.

=

& o

Sistemn dan Prosedur Perencanaan dan Pengadaan Barang ;
Sistemt dan Prosedur Penyimpanan dan Penyaluran ;
Sistem dan Prosedur Pemanfaatan ;

Sistem dan Prosedur Pemeliharaan :

Sistem dan Prosedur Perubahan Status Hukum :

Sistem dan Prosedur Inventarisasi :

Sistem dan Prosedur Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi.

Pasal 29

Kegiatan penatausahaan Asset/ Barang Daerah beserta dokumen pendukungnya sebagai

berikut:

d.

w0

Sistem dan Proscdur Perencanaan dan Pengadaan Barang tercamtum dalam
Lampiran XII-qa;

Sistem dan Prosedur Penyimpanan dan Penyaluran tercantum dalam Lamipiran
XIH-b;

Sistem dan Proscdur Pemanfaatan tercantum dalam Lampiran XHI-c;

Sistem dan Prosedur Pemeliharaan tercantum dalam Lam piran XIH-d;

Sistem dan Prosedur Inventarisasi tercantum dalam Lampiran XIIT-¢;

Sistem dan Prosedur Perubahan Status [lukum tercantum dalam Lampiran XI-f;
Sistem dan Proscdur Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi tercantum

dalam Lampiran XIHI-g.




BAB VI
SISTEM DAN PROSEDUR PEMBUKUAN DAN
PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 30
Sistem dan Prosedur Pembukuan dan Pelaporan Keuangan Daerah terdiri dan :
a. Sistem dan Prosedur Pembukuan dan Pelaporan Penerimaan pada Dinas Pendapatan:
b. Sistem dan Prosedur Pembukuan dan Pelaporan Keuangan pada Pengguna

Anggaran;

iz

Sistemn dan Prosedur Pembukuan dan Pelaporan Barang Daerah pada Bagian Umum

dan Perlengkapan Sekretariat Daerah;

d. Sistem dan Prosedur Pembukuan dan Pelaporan Kas Daerah pada Bank Pemerintah
vang ditunjuk sebagai Pemegang Kas Daerah;

e, Sistem dan Prosedur Pembukuan dan Pelaporan Keuangan pada Bagian Keuangan

Sekretarial Daerah.

Pasal 31

Kegiatan pembukuan dan pelaporan beserta dokumen pendukungnya sebagai berikut :

1} Sistem dan Prosedur Pembukuan dan Pelaporan Penerimaan pada Dinas Pendapatan
tercantam dalam Lampiran XIV;

2) Sistem dan Prosedur Pembukuan dan Pelaporan Keuangan pada Pengguna Anggaran
tercantum dalam Lampiran XV;

3) Sistem dan Prosedur Pembukuan dan Pelaporan Barang pada Bagian Umum dan
Perlengkapan Sekretariat Daerah tercantum dalam Lampivan XV

4) Sistem dan Prosedur Pembukuan dan Pelaporan Kas Daerah pada Bank Pemerintah
yang ditunjuk sebagai Pemegang Kas Daerah tercantum dalam Lampiran XVII;

5) Sistem dan Prosedur Pembukuan dan Pelaporan Keuangan pada Bagian Keuangan

Sckretariat Dacrah tercantum dalam Lampiran XVIII,




BAB VI
KEBITAKAN AKUNTANSI

Pasal 32

(1) Sebelum ditetapkannya Standar Akuniansi Keuangan Pemerintah Kota dan Sistem

Akuntanst Keuangan Daerah, Kebijakan Akuntansi ditetapkan dalam keputusan ini:

(2) Kebijakan Akuntansi tersebut dimaksudkan untuk mengatur perlakuan akuntansi

guna menjamin konsistensi penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan daerah;

(3) Perlakuan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dan definisi.

pengakuan, pengukuran, penilaian dan pengungkapan pendapatan.  belanja.

pembiayaan, akliva, utang serta ekuitas dana;

(4) Format Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam

1}

2)

)

Lampiran XiX.

BAB VIII
PROSES PENYUSUNAN PERHITUNGAN APBD

Pasal 33
setelah - Tahun  Anggaran  berakhir. pejabat vang  bertanggung  jawab  atas
perhendaharaan dilarang menerbitkan SPM vang akan membcebani Tahun Angparan
berkenaan;
Setelah Tahun Anggaran berakhir, semua buku catatan akuntansi ditutup;
Semua transaksi yang terjadi setelah berakhirnya Tahun Anggaran berkenaan

dimasukkan scbhagai transaksi Tahun Anggaran berikutnya.

Pasal 34
Bagian Keuangan Sekrelariat Daerah menyusun perhitungan anggaran dengan
mempersiapkan drafl Raperda tentang Perhitungan APBD :

Perhitungan APBD disusun menurut urutan susunan APBD setelah perubahan ;




3)

4}

1)

2)

3)

Uraian Perhitungan APBD terdiri dan anggaran setelah perubahan. rincian realisasi.
dan perhitungan selisth antara anggaran dengan realisasi pendapatan dan belanja
daerah ;

Perhitungan selisih disertai dengan penjelasan tentang penycbab terjadinya selisih
antara angparan denpan realisasi, baik karena faktor terkendali maupun yang tidak

terkendali penanggung jawab program/ kcgiatan.

Pasal 35
Rapcrda tentang Perhitungan APBD disampaikan Walikota kepada DPRD untuk
dimintakan persetujuan ;
Penvampaian Raperda dilampiri dengan Nota Perhitungan APBD. Laporan Aliran
Kas dan Neraca Dacrah ;
Format Perhitungan APDBD, Nota Perhitungan APBD. Laporan Aliran Kas dan

Neraca Daerah tercantum dalam Lampiran XX.

Pasal 36

Raperda tentang Perhitungan APBD vang telah disetujui oleh DPRD disahkan oleh

Walikota paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.

y

2)

Pasal 37
Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD ditindaklanjuti dengan Keputusan
Walikota tentang Penjabaran Perhitungan APBD beserla lampirannya |
Format Keputusan Walikota tentang Penjabaran Perhitungan APBI)} beserta

lampiran-lampirannya tercantum dalam Lampiran XXI.




BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

(1) Syarat- Syarat Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagai berikut:

.

Pengguna Anggaran dijabat olch Kepala Unit/ Satuan Kerja kecuali di Sekretanat
Daerah dibuatkan surat tersendiri dan Sekretaris Daerah;

Pemegang Kas dijabat olch Pejabat/ Staf yang ditunjuk;

Pimpinan Kegiatan diusulkan oleh Kepala Unit/ Satuan Kerja guna membantu
Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan;

Pembantu Pemegang Kas diusulkan oleh Kepala Unit/ Satwan Kera guna
membantu pelaksanaan tugas Pemegang Kas (Penerimaan dan Pengeluaran);
Pemegang Umum Barang Daerah diusulkan oleh Kepala bagian Umum dan
Perlengkapan Sekretariat Daerah, dan Pemegang Barang diusulkan oleh Kepala

Unit/ Satuan Kerja.

Penunjukkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditctapkan sebagai berikut:

d.

Pejabat Lselon 11, I1T tidak diperkenankan ditunjuk scbagai Pemimpin Kegiatan
apabila yang bersangkutan berkedudukan sebagai Pengguna Anggaran:

Pemegang Kas dapat dibantu oleh beberapa Pembantu Pemegang Kas:

. Sctiap Pemimpin Kegiatan dapat dibantu satu Pembantu Pemegang kas. yang

memiliki fungsi sebagal penyimpan uvang, pembuat dokumen. dan pencatat
pembukuan untuk kegiatan yang bersangkutan;

Setiap Pemimpin Kegiatan/ Pembantu Pemegang Kas dapat mengelola sampai
dengan 3 (tiga) kegiatan dengan catatan yang bersangkutan menggunakan
masing-masing buku kas umum dan beberapa buku pembantu;

Pemimpin kegiatan/ Pembantu Pemecgang Kas diutamakan yang sudah pernah
mengikuti kursus Manajemen Proyek/ Bendaharawan Proyek:

Pemegang Umum Barang Dacrah dan Pemegang Barang Daerah diutamakan

yang sudah pernah mengikuti kursus pengelolaan barang,




BAB X1
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41
Keputusan Walikota ini mulai bertaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan keputusan Walikota

ini dengan penempatannya dalam l.embaran Daerah Kota Mojokerio.
Ditetapkan di Mojokerto
Pada tanggal 9 Juni 2004
WALIKOTA MOJOKERTO

ud

Ir. 1. ABDUL GANI SOEHARTONQO. MM,
Diundangkan di Mojokerto

Pada tanggal 6 Januari 2004
SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ted.

Ir. BACHTIAR SUKOKARJADIJL

Pembina Utama Muda

NIP. 010 178 003
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